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TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN DAN KETENTUAN LAIN

BAGI HAKIM PADA PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman jo Pasal 9a Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta

Penjelasannya, Pengadilan Pajak merupakan pengadilan

khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara;

b. bahwa dalam rangka memberikan perlakuan yang sama

antara Hakim pada Pengadilan Pajak dengan Hakim pada

Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu diupayakan

penyesuaian tunjangan dan ketentuan lain bagi Hakim

pada Pengadilan Pajak dengan memperhatikan Hak

Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah

Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang
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Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di

bawah Mahkamah Agung;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi

Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan

Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN

TUNJANGAN DAN KETENTUAN LAIN BAGI HAKIM PADA

PENGADILAN PAJAK.

www.peraturan.go.id

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=7
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2003/17TAHUN2003UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/1TAHUN2004UU.htm
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak

atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap

Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Pajak.

Pasal 2

(1) Hakim terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim.

(2) Hakim meliputi Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota

Majelis.

BAB II

TUNJANGAN

Pasal 3

(1) Kepada Hakim diberikan tunjangan yang meliputi:

a. Tunjangan Hakim;

b. Tunjangan transportasi; dan

c. Tunjangan tambahan penanganan kasus.

(2) Besarnya tunjangan Hakim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a yang diberikan setiap bulannya adalah

sebagai berikut:

a. Ketua sebesar Rp45.742.000,00 (empat puluh lima

juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

b. Wakil Ketua sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh

satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Hakim Ketua Majelis sebesar Rp38.000.000,00 (tiga

puluh delapan juta rupiah).

d. Hakim Anggota Majelis sebesar Rp33.000.000,00

(tiga puluh tiga juta rupiah).
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